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BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan wawancara, maka
kesimpulan yang diambil penulis bahwa pertimbangan hakim dalam memutus
perkara sengketa tanah waris yaitu :

Bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa tanah
waris Nomor :29/Pdt.G/2014/PN.KBJ mendasarkan pada hukum positif dan
putusan Mahkamah Agung No0.179/K/Sip/1961 yang menyatakan bahwa
mahkamah agung menganggap hukum adat Batak Karo merupakan salah satu
hukum yang hidup di Indonesia. Dalam putusan mahkamah agung tersebut
menyatakan bahwa anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal
warisan, bersama-sama berhak atas harta warisan dalam arti bahwa bagian anak
laki-laki adalah sama dengan anak perempuan. Hakim tidak menggunakan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman Pasal 27 ayat (1) yang berisi hakim sebagai penegak
hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum
yang hidup dalam masyarakat sebagai bahan acuan sehingga putusan hakim
bertentangan dengan hukum adat Batak Karo bahwa anak laki-laki dan anak
perempuan tidak memiliki hak yang sama dalam pembagian harta waris.
Pertimbangan hakim yang tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 27 ayat
(1) akan berdampak terhadap hilangnya nilai-nilai hukum adat Batak Karo di

masa yang akan datang.
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B. Saran
Sesuai dengan judul yang diambil tentang Pertimbangan Hakim Dalam

Memutus  Perkara Waris Adat (Studi Kasus Putusan  Nomor:

29/Pdt.G/2014/PN.KBJ). Penulis ingin memberikan saran, yaitu:

1. Kepada Hakim, terkait dengan putusan hakim dalam sengketa waris tanah di
Pengadilan Negeri Kabanjahe, agar hakim menggali nilai-nilai yang ada dalam
masyarakat hukum adat Batak Karo sehingga mendapatkan keputusan yang
adil dan membuat para pihak yang berperkara dapat menyelesaikannya secara
damai.

2. Kepada Masyarakat hukum adat Batak Karo, agar mempertahankan nilai-nilai
yang ada di dalam kehidupan masyarakat hukum adat Batak Karo sehingga
nilai-nilai masyarakat hukum adat Batak Karo tidak punah. Masyarakat hukum
adat Batak Karo juga lebih baik menyelesaikan sengketa tanah khususnya
tanah waris, secara non litigasi atau musyawarah secara adat agar mendapatkan

putusan yang adil dan berakhir damai.
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